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Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai
Pendeta Pembantu yang merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal 39 ayat (1) UU
Perkawinan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah
pengujian Frasa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” Pasal 39
ayat (1) UU Perkawinan, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan
kerugian konstitusional akibat berlakunya norma a quo adalah Pemohon tidak dapat
memberikan pelayanan dalam rangka mencegah terjadinya perceraian pada jemaatnya.
Berdasarkan uraian Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon selaku perorangan
warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai Pendeta Pembantu yang memiliki tugas
untuk memberikan pelayanan keagamaan kepada jemaatnya tidaklah mengalami kerugian
baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma a quo serta tidak
terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian Pemohon dengan
berlakunya norma a quo. Sebab yang seharusnya mempunyai hubungan hukum secara
langsung seandainya adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma
tersebut adalah para pihak yang akan melakukan perceraian itu sendiri, sehingga dengan
demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan
putusan dengan amar putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



